BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya khususnya pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
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Setiap wujud perbuatan anak merupakan bentuk perkembangan jiwa dan
kondisi mental anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati
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pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sehingga memungkinkan pengaruh
negatif tersebut menyebar ke lingkungan anak dan berpeluang membuat anak
untuk melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat
KUHP) maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Upaya
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara
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“khusus”, terutama perlindungaﬁ hukum dalam sistem peradilan.

Indonesia sebagai Negara peserta dalam Konvensi Hak-Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan
hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan
khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang

dijelaskan dalam bagian menimbang huruf b dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 11



Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Ratifikasi terhadap Konvensi Hak-Hak
Anak ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).
Oleh sebab itu, Indonesia sebagai Negara peserta yang telah meratifikasi konvensi
tersebut, maka konsekuensi hukumnya bahwa pemerintah mengakui adanya hak-

hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin terlaksananya
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Dalam penjelasan umum Undang-Undang SPPA dijelaskan pula bahwa Anak
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan

keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik



bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup
umat manusia.

Terdapat suatu kekhususan dalam Undang-Undang SPPA yang tidak dikenal
dalam Undang-Undang yang mengatur peradilan pidana pada orang dewasa,
kekhususan tersebut terlihat pada adanya suatu pendekatan Keadilan Restoratif
(Restorative Justice) melalui suatu sistem Diversi yang dimaksudkan untuk
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SPPA disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, hal ini dijelaskan
pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang SPPA, bahwa Anak yang Berkonflik dengan
Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana. Hal ini berarti seseorang baru dapat dikatakan Anak

adalah setelah ia berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun ketika ia



melakukan perbuatan pidana tersebut, maka ia dapat diproses secara hukum
sesuai ketentuan Undang-Undang SPPA.

Sebagaimana ketentuan diatas, salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam
penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif
(restorative justice), yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi).
Keadilan restoratif merupakan proses dimana para pihak yang berkepentingan

dalam pel@rQgaram Eh@b\JBR&IU\Ma\B-\IE“ EOyElEsaikan persoalan

elanggaran demi

secara ber$a ama agalmana menyelesaikan akib at d

- N
‘\1€\

. ke pr € iluar peradilan pidana.
1‘1 2

Pelaksanaah diversi ini ditg liap at pemeriksaan, yakni

kepentingah inasa depan, sedang atu pen han penyelesaian

perkara anak dari proseg

tingkat pefyidikan, penuntutan dappe KSaan "perkara an‘k di pengadilan

l ~ )
negeri, sebagaimana ditegaskan dalam B M Undang-

Keadil \

dang SPPA.
gina baru dalam
memandang’sebual of: aktKan0leb 'seorang Anak.

\
Sehingga Kepolisian’» .»A:“';‘ penting “da

yang berhadaﬁan Qa «Il"

dilakukan penyelidikan oleh KepoTi lan

n masalah Anak

enanda
:
|ﬁ

ana pada awalnya
-

AA
angana
ﬁharapkan dapat melakukan konsep
diversi dalam menangani perkara yang melibatkan Anak sebagai pelakunya.
Namun apabila Kepolisian tidak dapat melakukan/menerapkan konsep Diversi
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melakukan konsep diversi tersebut.



Pada tingkat penyidikan terhadap perkara Anak, Pasal 29 Undang-Undang
SPPA menjelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak,
Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah penyidikan dimulai. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30
(tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.
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2 Anggerr Sigir Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak,
Yogyakarata : Pustaka Yustisia, him 77.



kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke sidang
pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara
Pidana.®

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah di bidang hukum yang memiliki
tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan Negara khusus dalam wilayah

penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat
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Diversi dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 menjelaskan bahwa setelah
menerima berkas perkara dari Penyidik, Penuntut Umum segera meneliti

kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Selanjutnya Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama
7 hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi tersebut paling
lama dilaksanakan dalam 30 hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai
kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta
kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Akan tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita
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Di Kejaksaan Negeri Padang upaya penyelesaian perkara anak melalui Diversi
ini mulai diberlakukan pada bulan September 2014 sejak UU SPPA diundangkan,
yaitu tepat dua tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Penuntut
Umum Anak Dwi Indah Puspa Sari mengatakan bahwa dalam penanganan
perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
bukan merupakan pengulangan tindak pidana, selalu diupayakan untuk
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melakukan perbuatan penganiayaan dengan memukul kepala Anak Korban secara
berulang kali kemudian memukul punggung dan tulang rusuk sebelah kanan anak
korban, sehingga Anak Korban merasa kesakitan dimana kepala korban bengkak,

kening lecet, punggung serta kaki sebelah kanan sakit. Sebelum masuk ke tahap

penuntutan, kasus ini belum di upayakan Diversi pada tahap penyidikan dikarenakan



permasalahan, yaitu :

1.

Undang-Undang SPPA pada saat itu belum dapat diberlakukan. Sehingga menjadi
kewajiban Penuntut Umum untuk melakukan Diversi pada tingkat penuntutan terhadap
kasus ini dikarenakan pada bulan September 2014, Undang-Undang SPPA sudah dapat

diterapkan. >

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman
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Bagaimanakah pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan
Negeri Padang terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum ?
Apa saja kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri

Padang dalam melakukan Diversi ?

> Pra Penelitian di Kejaksaan Negeri Padang, 13 November 2015 pukul 10.30 WIB.



3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam

pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang ?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini, antara lain :
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum Anak di
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a. Agar dapat menerapkan- im yang secara teoritis diperoleh di bangku
perkuliahan dan dapat menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam
masyarakat.

b. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai
pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang

terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.



2. Secara Praktis
a. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pembaca tentang bagaimana pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum
di Kejaksaan Negeri Padang terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
Penulisan ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam
perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia.
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Rajawali Pers, him 5.



baik dan sebagainya. Nilai merupakan dasar bagi norma atau kaidah, dan
norma adalah anggapan bagaimana seorang harus berbuat atau tidak berbuat.”
Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum adalah sebagai berikut :®
1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada
undang-undang saja.
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Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses
penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain

yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari

” Soedarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, him 27.

¢ Ibid, him 8.



penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan
menekankan pemulihan dan pembalasan.’

Sedangkan menurut Eva Achyani Zulfa dalam bukunya “Keadilan
Restoratif”’, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang
merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan

pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan
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% M.Nasir Djamil, 2012, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika, him 132-133.

19 Eva Achyani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Jakarta : Badan Penerbit FH Ul, him 2.
' M. Nasir Djamil, Op.cit, him 8.



a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam
undang-undang ini;

b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan
umum; dan

¢) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama

— w&b\;BRSIIAM%*S = TEn alani pidana atau

tinds

pr

Dan ditegaskan bah upayakan diversi

N

(ayat (3

Kanakteristik Restorative Ju <emukakan ciri-

cirinya

sebagai berikut :**

1) Kejal adap orang lain,
| .

2) Titik pe ando gjawaban dan

3)

4) Restitusi sebagai sarana-pe an*para pihak, rekonsiliasi dan restorasi

sebagai tujuan utama.
5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atau dasar

hasil.

2 Dwidja Priyatno, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : PT
Refika Aditama, him 15-16



6) Kejahatan diakui sebagai konflik.

7) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.

8) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative.

9) Menggalakan bantuan timbal balik.

10) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan
maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku

tindeCpidare EﬂN‘ERSllI&sA®M£\WS

11) Perfa

gjaaban si pelaku dirumuskan saga' ﬁak pemahaman

s L
N 4

terhadlap perbuatan dap emutuskan_mana yang paling

o]

12) Tingl

pidana d aral, sosial, dan

ekohomis. ]

an terhadap kora diakui.

13) Doi aiatau hutang dan pertangg

14) \ g/dari perbuatan si

n [¢
cdKb

bersifat membantu.

17) Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan.



2. Kerangka Konseptual
a. Pelaksanaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelaksanaan berarti proses,
cara, perbuatan melaksanakan.*?
b. Diversi
Menurut Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

SPP tkﬂ&‘%&ﬁp&rﬂ&%‘eg relesgiamperkara Anak

darip

veradilan pidana ke proses di luar iPiflana.

, ~ A : <
Pasal 1 b dangyl MOR 16 Tahtin 2004 tentang
¥ 11 11

dan menga g ;

c. Jaksg
Mequ J
Kejak

wewenang oleh undang-undafget A ebag

gsional yang diberi

DENUNtUt umum

dan pelaksana putusan pengadila elah mMemperoleh kekuatan hukum

yan ewenang lainbert

RS |
Kejaksﬁa!rﬁ!gw PeqUntyt—Hmui mu-raﬁ?aj’%ksa yang diberi
wewenang oleh Undang-U dang ini untuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim.

3 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :
Balai Pustaka, 1989, him 488



e. Anak
Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak mengatakan Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

f. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

DalarmePasaty 'Ni\'smm%m-\iow CITETAn 2012 tentang

SPP ata an Anak yang Berkonflik deng H yang selanjutnya
N

« 1” \

belum berumur 18 hun 2y ORBiduga melakukan tindak

115

pidahs )

disebut Anak adalah ana 2 (dua pelas) tahun, tetapi

. Metode Panelitian

Untuk 1 \ mana yang telah

dlterapkan\ -u- ang™DELILdSI Sebagai pedoman
‘ )
-

. y .
dalam pela sana anir . ukan melalui :

1. PendekatM&h <.

Metode pendekatan masa]a yang dié-unakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma
hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di
lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



a. Data Primer
Data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan
dengan wawancara semi terstruktur dengan pihak terkait antara lain yaitu
Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data Sekunder
Data yang bersumber melalui penelitian kepustakaan yang ada dengan

baheCHURUD WQ“’&IRSHAS&M n‘\l?ﬁ? TCANLEr

1)

ain :

) hukum primer

ah ‘: QUKW yang meémpunyai otoritas
3:59% '
: melnaeilipakan bahah-bahan hukum
4 |
11

lyang mempu eKUe UikatSeperti

han hukum prime

utoritatif).**

a) Undang-Undang Das : ; K donea Tahun 1945

b) Undang-Undang Norfor, n 2012 tentang Sistem Peradilan

N\
(

g Perlindungan

r-m. H mv :
iy,
d)(bh(J@g_- Jnidang-Nomop 16 TahUn-2004 t Wﬁaﬁg”kejaksaan
e) Undang-Undaﬁg Norfor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana

f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana

1% Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, him 47



2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer,
dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum
primer, meliputi :*°
a) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan
b) Hasil karya ilmiah para sarjana

e TNVERHAS ANDAL 1%

ukum Tersier

3)

Bahan hukum tersig u ,\‘ QUM yang _memberi petunjuk
1.1
+\ upun penjelg hukum p ekunder, seperti
.
11
Kamus Bahasa'lfiélone ’

3. Teknikr igumpulan Data 4

Dalam mengumpulkan data diguhak

as.~ terkait  dengan
)

Y .
n dak"Kejaksaan Negeri Padan
O 7S g g

: Tt AL
ang, berkaitan.denge npgrﬁjﬁs%\fahan yang diteliti.
Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik

normatif maupun sosiologis. Studi dokumen bagi penelitian hukum

1> Suratman, 2012, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, him 67



meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.'®

b. Wawancara (Interview)
Wawancara merupakan dialog atau tanya jawab bertatap muka langsung
dengan sampel yaitu pihak yang mempunyai fungsi dan peranan sesuai
dengan permasalahan yang dibahas yakni Penuntut Umum Anak yang

megrEmipNERAR Sl ANk e

waw. : digunakan bersifat semi ferstru

a

Padang. Teknik

akni disamping

mefggunakan pedomag : O@hemembuat @aftar pertanyaan

juga “digunakan vaan? PaS terhadap orang  yang
. i | ‘

| _ 11,

diwlawancarai. )

4. TeknikjPengolahan Data

a. Pengelahan data

Pengg ; s a | dengan proses

\-
editi \-. anvdata,_Dai dari hasil penelitian

b. Anan;islagg

=
L&

- ,
Data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan

studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan dianalisa dengan
menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui

penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan

6 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada, him 68



perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan.
Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis dan

akan mendapatkan kesimpulan.
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